
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR ll TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UIvIUMI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BU PATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan Pasal 105 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutar Retribusi

Perizinan Tedentu;

1- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negaja Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undaigan

(kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tamba-tran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terathir dengan

Undalg-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 telrfaJlg

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 20ll tertang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Taltun 2022 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Irdonesia Nomor 6801);l\q
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Menetapkan

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahar Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentarrg

Penetapan Peraturan Pemefintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Ke.ja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014

tentang Perubahan Nama Kabupaten

Kepulauan Sangihe dan Ta-laud menjadi

Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi

Sulawesi Utara (Lembaran Nega-ra RepubLik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s5s7);

5. Peraturar Pemerintah 35 Ta-hun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturaa Da.erah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1

'la}':un 2024, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN

UlVIUヽl  DAN  TATA  CARA  PEMUNGUTAN
t_´

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.「 レ,り
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BAB I

KETENTUAN UIMIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauaa Sangihe.

2. Bupati ada.lah Bupati Kepulauan Sangihe.

3. Pemerintah Daerah ada.lah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksalaare urusar pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

Bupati darr Dewal Perwakilan Ralg.at Daeralr

dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan Daerah.

5. Retribusi Daerah yang selaljutnya disebut

Retribusi ada-lah pungutan Daerah sebagai

pembayara! atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan darr/ atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Wajib Retribusi Perizinal Tertentu adalah orang

pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi atas izin

tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dar/atau
modal yang merupakai kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak

melakukarl usaha yang meliputi perseroaa

terbatas, perseroan komanditer, Perseroan

lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, atau badar usa.l'ra milik desa,

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan. yayasan. organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk fu$
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kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek

Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang

terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi

kepada Wajib Retribusi serta pengawasarl

penyetorannYa.

9. Surat Teguran ada.lah surat yang diterbitkan

oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi

untuk melunasi utang Retribusi.

10. Pemeriksaan adaJah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti y'ang dilaksanakan secara

objektif dan profesional berdasarkan suatu

standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuharl kewajiban Retribusi dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peratural perundaag-undangan

perpajakan dan Retribusi Daerah.

11. Perizinan Tertentu ada.lah kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberial

izin kepada orang pribadi atau Badan yang

dimatsudkan untuk pembinaan, pengaturar,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarara, atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian tingkungan.

12. Bangunan cedung adalah wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan

tempat kedudukannya, sebagian atau

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam

tanah dan/atau air, yang berlungsi sebagai

tempat manusia melakukal kegiatannya, baik
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan

keagamaa!, kegiatal usaha, kegiatan sosial,

budaya, maupun kegiatan khusus. f0r,
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13. Persetujuan Bangunan Gedung yang

selanjutnya disingkat PBG adalai perizinal
yang diberikan kepada pemilik Bangunan

Gedung untuk membalgun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

Bangunan Cedung sesuai dengan standar tekris
Bangunar Gedung.

14. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang

selarjutnya disebut Retribusi PBG adalah

Retribusi atas persetujuan Bangunan Gedung

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat SKRD adalah surat

ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok Retribusi yarrg terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar

yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah

surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena

jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada

Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
teruta ng.

17. Surat Tagihar Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukar tagihan Retribusi dal/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yallg

selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang

telah dilakukan dengan menggunakan fomulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

Daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Bupati.

19. Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah

yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.Nt
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Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur tata
cara pelaksanaan pemungutannya dalam peraturan

Bupati ini meliputi PBG.

BAB II

PBG

Bagian Kesatu

ObJek

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi
atas penerbital PBG atas Banguna_n Gedung

atau prasatala Bangunan Gedung.

(2) Objek Retribusi sebagaimara dimaksud pada

ayat (1) adalah penerbitan pBG.

(3) Penerbitan PBG yang merupal<an objek
Retribusi diberikan untuk pe[nohonan
persetujuan:

a. pembangunan baru;
b. Bangunan cedung yang sudah terbangun

dan belum memiliki PBG; dan

c. PBG perubahan untuk;
1. perubahal fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

3. perubahan luas Bangunan Gedung;

4. perubahan tarnpak Bangunan Gedung;

5, perubahan spesifrkasi dan dimensi
komponen pada bangunan geduag yalg
mempengaruhi aspek keselamatafl
datl/atau kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap
tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangal

Bangunan Gedung cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung yang

terletak di kawasan cagar Uuaaya. fV $
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(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk
pekerjaan pemeliharaan darl pekerjaan

perawatan.

(5) Dikecualikan dari objek Retribusi PBG

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

untuk bangunan milik pemerintah pusat,

pemerintah Provinsi Sulawesi Uta-ra yang ada di

Daerah, Pemerintah Daerah, dar bangunan

yang memiliki fungsi keagamaan sesuai

ketentuar peraturan perundang-unda[gan.

Pasa] 4

Besarnya Retribusi PBG yang teruta-ng dihitung

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan

jasa atas penyediaan layanan daII harga satuan

Retribusi PBG.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 5

Besaran tarif Retribusi PBG berpedoman pada

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentar^g

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

Retribusi PBG dipungut berdasarkan SKRD.

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di

bidang pekerjaan umum. P lh,

(1)

l2l

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
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(3) SKRD sebagai dasar pemungutan Retribusi pBG

diterbitkan dengal rincian sebagai berikut:
a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi

Perizinan Tertentu;

b. lembar kedua untuk perangkat Daerah atau
Instansi Pemungut Retribusi perizinan

Tertentu;

c. lembar ketiga untuk perangkat Daerah yang
menerbitkaa PBG; dan

d. lembar keempat untuk arsip pada perangkat

Daerah yang menyelenggaratan urusan
penunjang pemerintahan Daerah di bidang
pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi
PBG, Bupati menunjuk bendahara penerimaan
atas usul kepala perangkat Daerai yang
melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di
bidang pekerjaal umum.

(2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas melakukan penerimaan

bukti pembayaran, pembukuan, dan
penatausahaan penerimaan Retribusi pBG.

(3) Penunjukan bendahara penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

(1) Pembayaran Retdbusi pBG dilakqkarl pada

bank yang ditunjuk oleh Bupati setelah SKRD

diterbitkan.

(2) SKRD merupakan dasar pembayaran Retribusi
yang ditindaklanjuti dengan penerbitan bukti
penerimaan SSRD. Pt
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{3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakal butcti pembayaran yang telall

divalidasi/ditandatangani dan diberi cap

lunas/kas register oleh bendahara penerirna,

(4) Bukti penyetoran Retibusi dari bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diserahl<an kepada bendahara penerimaan.

Pasal 9

SSRD sebagai bukti pembayaran Retribusi PBG

diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi Per,zilJan

Tertentu;

b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah Instansi

Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu;

c. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah yang

menerbitkan PBG; dan

d. lembar keempat untuk arsip pada Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan

penunjang pemerintahan Daerah di bidang

pengelolaa! keualgan Daerah.

Pasal 10

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu menyampaikan

bukti penyetoran Retribusi dari bank sebagaimana

dimaksud dalam Pasal I ayat (4) dan SSRD

sebagaimana dimal<sud dalam Pasal t huruf c

kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang

per2inan sebagai dasar penerbitan PBG. p\
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Bagian Keenarn

Tata Cara Penagihan

BAB III

TATA CARA PEI..IYETORAN

Pasal 12
(1) Bendahara penerimaan harus menyetorkan

seluruh hasil pungut Retribusi Perizinan

Tertentu ke rekening kas penerimaan Daerah

paling lambat i (satu) kali dalarn 24 (dua puluh

empatl jam.

(2) Penyetoran sebagaimana dimal<sud pada ayat

(1) dikecualikan bagi hasil pungutan Retribusi

yang diterima pada bukan hari kerja Bank yang

ditunjuk hari sabtu, minggu dan hari libur
nasional, dapat disetorkan pada hari kerja

berikutnya. f9$

Pasal 1 1

(1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang

menggunakan STRD dan didahului dengan

Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan

Retribusi PBG diterbitkan 7 (tqjuh) hari kerja

sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah

tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi

Perizinan Tertentu harus melunasi Retribusi

Perizinan Tertentu yang terutang.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimal<sud pada

ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat

yang ditunjuk.
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BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak

membayar tepat pada wattunya atau kurang

membayar, Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 1yo (satu persen) per bulan dari Retribusi

Perizinan Tertentu terutang yang tidak atau kurang

dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran sampai dengan tarrggal pembayaran,

untuk jangka waktu paling laln.a 24 (dua puluh

empat) bularl dan ditagih dengan menggunakai

STRD.

BAB V

KEBERATAN

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi Perizinar Tertentu dapat

mengqjukan keberatan kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia dengan disertai alasal yang

jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD

dikirim, kecuaLi jika Wajib Retribusi Perizinan

Tertentu dapat menunjukkar bahwa jangka

waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena

keadaan kahar-

(4) Keadaar kahar sebagaimala dimaksud pada

ayat (3) meliputi:

a. bencana alarn;

b. kebakaran;

c. kerusuha-n massa.l atau huru-hara;

d. wabah penyakit: dan/alauf Cf
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e. keadaan lain berdasarkal pertimbangan

Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar Retribusi dan pelal<sarlaan

penagihan Retribusi PerDinan Tertentu.

(6) Keberatar dapat dilakukan terhadap Retribusi

Perizif,ar. Tertentu yarg telah dibayar

sepenuhnya.

Pasal 15

(1) Pengajuan keberatan Retribusi Perizinan

Tertentu sebagai&ana dimal{sud dalam Pasal 14

ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Retribusi

Perizinan Tertentu berpendapat bahwa terdapat

kesalahan penghitungan anta-ra pelayanan

objek Retribusi Perizinan Tertentu yang diterima

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dengan

jumlah Retribusi Perizinan Tertentu yang

dibayar.

(2) Keberatan Retdbusi Perizinan Tertentu diajukan

oleh Wajib Retribusi Perizinat Tertentu atau

melalui perwakilan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan, maka

Wajib Retribusi Pelizlr,aJf Tertentu harus

memberikan surat kuasa kepada

perwakilannya.

(4) Dalam haf Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

sebagaimana yang mengajukan keberatan

berupa Badal, maka surat keberatan

ditandatangani oleh pimpinan Badan atau yang

dikuasakan melalui surat kuasa. f-$



Pasal 16

(1) Pengajuan keberatan Retribusi PerLinan

Tertentu dilakukal melalui surat keberatan

Retribusi yang ditujukan kepada Bupati dengan

tembusan kepada Instansi Pemungut Retribusi

dan Perangkat Daerah yang melaksanakan

unrsal penunjalg pemerintahan Daerah di

bidang pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Surat keberatan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan

ketentuan:

a. dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasarl ya]1g jelas;

b. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 {satu)

SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan yang menjadi objek keberatan

Retribusi;

c. melampirkan asli SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakal untuk surat kepada

Bupati, dan fotokopi SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan pada surat

tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(r);

d. mengajukal jumlah Retribusi Perizinan

Tertentu yang harusnya dibayar atau tidak

dibayar disertai alasan dan bukti yang

mendukung; dan

e. surat kuasa apabila keberatan diajukan

melalui perwatilan Wajib Retribusi Perizinan

Tertentu.

(3) Tanggal surat keberatan Retribusi Perizinan

Tertentu diterima sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan:

a. tanggal tanda terima surat apabila surat

keberatan Retribusi disampaikan langsung

oleh Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atau

perwakilaanya kepada Bupati; a"" ps
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b, tanggal pengiriman yang tercantum dalam

dokumen apabila surat keberatan Retribusi

dikirim melalui pos atau jasa pengiriman

dokumen sejenisnya.

Pasal 17

(1) Dalan hal surat keberatan Retribusi Perizinan

Tertentu dibuat tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 16 ayat (21,

maka dalam jargka waktu paling lambat 5 ha.ri

kerja setelah surat keberatan diterima, Bupati

melalalui kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggaral<an urusar penunjang

pemerintahan Daerah di bida-ng pengelolaar

keuangan Daerah menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Wajib Retribusi

PerDinan Tertentu atau perwakilannya.

(2) Surat pemberitahuaa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berisi kewajiban penyesuaian

sesuai dengan ketentuan dalaro Pasa116 ayat (2)

dan jangka waktu perbaikan surat keberatan

Retribusi.

(3) Jargka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) a.dalah 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai

tang,{al surat pemberitahuan.

Pasal 18

{1) Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan

keberatan dan bukti yang diajukan dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak

ta-o.ggal surat keberatan Retribusi Perizi'rat

Tertentu diterima darl hasilnya dituangkan

dalam laporan hasil penelitian.

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan

menjadi dasar pertimbangan diterima atau

ditolatnya keberatan Retribusi Perizinan

Tertentu dari Wajib Retribusi Perizinan

Tertentu. fv$
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Pasal 19

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal

surat keberatan diterima harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan oleh

Wajib Retribusi Perizinan Terteatu dengan

menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusar sebagaimala

dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
atas keberatal dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau

menambah besarnya Retribusi Per\ziian
Tertentu yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ) telah lewat dan Bupati atau pejabat

yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap

diterima seluruhnya.

Pasal 20

Dalam jargka waktu 6 (enam) bulan sebelum

keputusan atas keberatan dikeluarkan sebagaimana

dimaksud da-lam Pasal 19 ayat (U, Waijb Retribusi

Perizir,aJ], Tertentu dapat melakukan perbaikan,

tambahan alasan, penjelasan tertulis, dan/atau

melengkapi bukti atas keberatan Retribusi Perizinan

Tertentu yang disampaikan.

Pasal 21

Jika keputusan atas keberatan Retribusi Perrzinan

Tertentu mengakibatkan perubahan data, maka

Instansi Pemungut melakukan perubahan pada

basis data Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dan

mencetak SKRD baru untuk Pemungutan

selanjutnya. fu4
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BAB VI

PENGEⅣIBALIAN KELEBIHAN PEM13AYARAN

PasaL 22

(1) Atas kclcbihan pembayaran Retribusi Pcrizinan

Tertelltu, Wajib Retribusi Perizi[an Tcrtentu

dapat mengaiukan permohonan pengembalian

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjul<.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka

r,r,aktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

diterimanva permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi seb:rgaimaoa

climaksud pada alat {1), harus membcrikan

keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimtrksurl

pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau

pcjabat yang ditunjuk tidak mcmberikan suatu

keputusan, pcrmohonan pengcmbalian

pembavaran Retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB harus diterbitk.ln dalam jangka waktu

paling lama 1 (sa1u) buian.

(4) Apabila Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

mcmpunyai ulang Retribusi lainnya, kelebihan

pembal-aran Retribusi Perizir-ran Tertentu

scbag.linlana dimaksud pada ayat (1) larrgsurtg

dipcrhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

utang Retribusi lainnya.

(51 Pcngcmbalian kclcbihan pembayaran Retribusj

sebagaimana dimaksud pada a,v.'at (1) dil.rkukan

ttalam jangka r,,,aktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak cliterbitkannya SKRDLB.

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi Perizinan Tcrtcntu dapat

mengajukan permohonan pengembalian

kclcbihan pembayaran Rctribusi Perizinan

tertentu. p4
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(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

Perizinan Tertentu sebagaimala dimalsud pada

ayat (1) dilakukan apabila:

a. Retribusi Perizil)at Tertentu yang

dibayarkan lebih dari jumlah Retribusi

terutang; atau

b. Retribusi Perizinar Tertentu yang

dibayarkan tidak seharusnya menjadi

Retribusi terutang

Pasal 24

(1) Untuk mendapatkan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu, Wajib

Retribusi Perizinan Tertentu mengajukarr surat
permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditujukan kepada Bupati dengan

tembusan kepada Instansi Pemungut dan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan penunjang pemerintahan Daerah di

bidaag pengelolaan keuangan Daerah.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikar dengan melampirkan:

a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib

Retribusi Perizinan Tertentu;

b, SKRD asli atau dokumen lain yang

dipersamakan untuk surat kepada Bupati,

dart fotokopi SKRD atau dokumen lain yarg

dipersamakan pada surat tembusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

c. perhitungan julr ah kelebihan pembayaran

Retribusi;

d. fotokopi nomor rekerdng atas nama Wajib

Retribusi Perzinal Tertentu; dan

e. surat kuasa apabila permohonan diajukal
melalui perwakilan Wajib Retribusi Perizinan

Tertentu. /\,t
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Pasal 25

(1) Bupati melalui Instansi Pemungut melakukan

pemeriksaan terhadap surat permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

Perizinan Tertentu beserta Iampirannya.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanalan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

surat permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu

diterima,

(3) Tartggai surat permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi Perjzinan

Tertentu diterima sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dihitung berdasarkan:

a. tanggal tanda terima surat apabila surat
permohonar pengembalian kelebihan

pembayaral Retribusi disampaikan

langsung oleh Wajib Retribusi Perizinan

Tertentu atau perwakilannya kepada Bupati;

dan

b. tanggal pengiriman yang tercantum dalam

dokumen apabila surat permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran

Retribusi Perizinan Tertentu dikirim melalui

pos atau jasa pengiriman dokumen

sejenisnya.

(4) Dalarn melakukan pemeriksaa-n sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemungut

dapat melakukan peninjauan ke lokasi objek

Retribusi Perizinan Tertentu darr meminta

dokumen kelengkapan lainnya kepada Wajib

Retribusi PerDinan Tertentu.

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dituangkan dalam laporan pemeriksaan.fwlr
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(6) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) disarnpaikan kepada Bupati dan

menjadi dasar pertimbanga! diterima atau

ditolaknya permohonan pengembalial

kelebihan pembayaran Retribusi Perlzire:n

Tertentu dari Wajib Retribusi Perizinan

Tertentu.

Pasal 26

( 1 | Dalam hal permohonal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1\ diterima, Instansi

Pemungut menerbitkan SKRDLB kepada Wajib

Retribusi PerDinan Tertentu.

(2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak

permohonal pengembalial kelebiharr

pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu

dinyatakal diterima oleh Bupati,

Pasai 27

(1) Kepala Instansi Pemungut mengirimkan

SKRDLB sebagaimara dimaksud dalam Pasal 26

ayat ( 1 ) kepada bendahaia umum Daerah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya

SKRDLB.

(2) Bendahara umum Daerah menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan Retribusi paling

lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal

diterbitkannya SKRDLB.

(3) Kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan

dengal ditamba1 imbalal bunga sebesar 0,670

(nol koma enam persen) per bulan dihitung dari

Retdbusi yang lebih dibaya,r untuk paling lama

12 (dua belas) bulao serta bagian dari bulafl

dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Waiib Retribusi Perizinaa Tedentu

diberikan imbalan bunga sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), bendahara umum

Daerah menerbitkan surat keputusan imbalanp$
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bunga dalam jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejat jangka waktu 2 (dua)

bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilampaui.

(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai

dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

KERINGANAN,PENGURANGAN,PEMBEBASAN,

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 28

(1) Bupati dapat memberikan keringanan,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan

pembayaJan Retribusi PerDinan Tertentu

kepada Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Keringanar, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembayaran Retribusi Perizinan

Tertentu diberikan berdasarkan permohonan

dari Wa,jib Retribusi Perizinarr Tertentu yang

dituangkan dalam surat permohonan,

Pasal 29

(1) Keringanan Retribusi Perizinar.r Tertentu

diberikan dalam bentuk:

a. angsuran pembayaran Retribusi; dan/atau

b. pembebasan sanksi administratif.

{2) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu

diberikan dalam bentuk pengurangan

pembayaran terhadap pokok Retribusi terutang.

(3) Pembebasar Retribusi Perizinat Tertentu

diberikan dalam bentuk pembebasan

pembayaran terhadap pokok Retribusi terutang.М
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(4) Penurdaan Retribusi Perizinan Tertentu

diberikan dalam bentuk pemberian keleluasaan

pembayaran pokok Retribusi terutang melebihi

tanggal jatuh tempo dar dengan tidak
menjatuhkan sanksi administratif atasnya.

Pasal 30

(1) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaai pembayaran Retribusi Perizinal
Tertentu oleh Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

diberikao berdasarkan keadaan:

a. pendapatan Wajib Retribusi Perizinan

Tertentu hilang atau berkurang secara

signifikan;

b. Wqiib Retribusi Perizinan Tertentu tidal<

mendapatkan pelayanan yang penuh atas

objek Retribusi; dan/ atau

c. teriadi bencana alarn atau bencana nonalarn

yarrg beratibat pada tidak berfungsi atau

kurang berfungsinya objek Retribusi.

(2) Selain keadaan sebagaimana dimatsud pada

ayat (1), keringanan, pengurangan,

pembebasan, dan penundaan Retribusi juga

dapat diberikan untuk menunjang prograrn

pemerirtah darr/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Keringanan, pengurangan, pembebasan, daII

penundaan Retribusi Perizinan Tertentu kepada

Wqjib Retribusi Peitzir,al: Tertentu atas Retribusi

terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau

STRD.

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi Perizi/rat], Tertentu

menyampaikan surat permohonar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal24 ayat (2) kepada Bupati

dengan tembusan kepada Instansi Pemungut p{
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RcLribusi dan PerangkaL Daerah yang

melaksanakan urusan penunjang pemedntahan

Daerah di bidang pengelolaan kcuangan Daerah.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat alasan dan keadaan yang

dialami Wajib Retribusi Pcrirnan Tertcntu yang

dapat menjadi dasar diberikannya ke nganan,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan

Itctribusi Perizinan Tertentu.

(31 Surat permohotan disampaikan dengan

mclampirkan dokumen berupa:

a. fotokopi kartu tanda penduduk;

b. SKRD asli atau dokumen lain 1'ang

dipersamakan dan/atau STRD asli untuk

surat kepada Bupati, dan fotokopi SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan

dan/atau fotokopi STRD pada surat

tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1); dan

c. surat kuasa apabila permohonan diajukan

melalui per-w-akilan Wajib Retribusi Pcrizioan

Tertcntu.

Pasal 33

(1) Bupati melalui lnstansi Pemungut meiakukan

pcmeriksaan terhadap surat permohonan

beserta lampirannya.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayilt

(l) dilaksanakan dalam jangka waktu 1O

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

surat permohonan keringanan, pcnflurangan,

pembebasal, dal penundaan Retribusi

diterima.

(3) Tanggal surat permohonan keringanan,

pengurangan) pembebasan, dan penundaan

Retribusi Perizinan Tcrlcntu ditcrima

sebagaimana dimaksud pada avat (2) dihitung

berdasarkan: f-r, 0l,



23-

a. tanggal tanda terima surat apabila surat

permohonan disampaikan langsung oleh

Wajib Perizinan Tertentu Retribusi atau
perwakilannya kepada Bupati; dan

b. tanggal pengiriman yang tercantum dalarn

dokumen apabila surat permohonan dikirim
melalui pos atau jasa pengiriman dokumen

sejenisnya.

(4) Dalan melakukan pemeriksaan sebagaimana

dimal<sud pada ayat (1), Instansi Pemungut

dapat melakukan peninjauan ke lokasi objek

Retribusi dan meminta dokumen kelengkapan

lainnya kepada Wajib Retribusi Perizinan

Tertentu.

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimara dimaksud pada

ayat (4) dituangkan dalam laporan pemeriksaan.

(6) l,aporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dar
menjadi dasar pertimbangarr diterima atau

ditolaknya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi Periziran

Tertentu dari Wajib Retribusi Perizinar

Tertentu.

(7) Dalam ha1 rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) berisi permohonan keringanan,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan

Retribusi diterima, maka dalam rekomendasi

dicantumkan besaian dan/atau jangka waktu

keringanal, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan Retribusi Perizinan Tertentu yang

akan diberikan kepada Wajib Retribusi

Perizinan Tertentu. fL fy
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Pasal 34

(1) Dalam hal permohonan keringaaal,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan

Retribusi diterima berdasarkan laporan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (6) diterima, Bupati menerbitkan

Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimara dimaksud pada

ayat [1) memuat besaran dar/atau jangka

waktu keringanan, pengurangan, pembebasan,

dan penundaan Retribusi Perizinan Tertentu

yang akan diberikan kepada Wajib Retribusi

Perizinan Tertentu.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANC SUDAH

KEDALttARSA

Pasal 35

(1) Hak untuk melakukan penagihar Retribusi

Perizinan Tertentu menjadi kedaluwarsa setelah

melarnpaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejsk

saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi PerLinan Tertentu melakukan tindak

pidana di bidang Retribusi.

(2) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang sudah

kedaluwaJsa sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan penghapusan.

(3) Penghapusan piutang Retribusi PerzinaI

Tertentu yang sudah kedaluwarsa ditetapkan

dengan Keputusan Bupad. fplr,



Pasal 37

(1) Bupati menetapkan Penghapusan piutang

Retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan

laporan dan daftar usulan piutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

(2) Penghapusan piutang Retribusi yarlg sudah

kedaluwarsa dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.f S
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Pasal 36

(1) Instansi Pemungut melatukan penelitian dan
pemeriksaan data administrasi yarrg ada untuk
kepentingan pendataan piutang kedaluwarsa.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dapat melibatkan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan penunjang
pemerinta.han Daerah di bidang pengelolaan

keuangan Daerah.

(3) Hasil penelitian dan pemeriksaan data
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditLrangkan dalam laporan penelitian dan
pemeriksaan yarrg memuat jenis dan jumlah
Retribusi yang kedaluwarsa dan memenuhi
persyaiatan untuk dilakukan penghapusan
piutang.

(4) Laporai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Bupati bersama dengan

daftar usulan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa untuk dihapuskan.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengar
pe[empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe. l1",, S,

Dltetapkan di Tahuna

pada tangga1 20 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL
′

GARI

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

CHTON HARRY WOLF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

NOMOR ll



LAIvIPIRAN I

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR  ll TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUNI DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN

TERTENTU

FORMULIR PENDAFTARAN l″ AJIB RETRIBUSI

■■■■■■■■
P[M[RINTAHAN KABUPATEN K〔 PULAUAN SAN GIH[

DINAS…

Kepada Yth

′ ^|ヽ

,      ,
|   .●
,■_●■|

FORMULIR PENDAFTARAN
WA,lB RETRIBuS,PERIZ:NAN TCRTENTU

r. Harap di r d.naan hurul C.tak
b Beritandavpad.kotak E yangie.sedialntukjawabanyansdiberikan
.. Sdt.lah forhu r Pdddaftr.an id diiridai ditaid;tangani, harap dls.rahkan kembal kEprda

Dinas xabupaten Kepu auan sansihe

p. iiBls balLan88al.. ...... ......

2, Kewarganegaraan

3. Alamat

- lalan :

- Ru ku n Tela rcealRukuh warga

[ru."
Perum al,on

(Photo Copy Diloo,plrk・ o)

!c*,-"r.".

‐ ■■ ‐ ■

NPVVRD YANG DIBER!KAN

Nama,elos :

Tanda Tangan i

DIIS1 0L〔 H PETUGAS

Diterima Tanggal

MI THUNGARI

SANGIHE,BUPATI



I′AMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGlHE

NOMOR ll TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUNI DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN

TERTENTU

KARTU NOMOR POKOKヽ VAJIB RETRIBUSI:DAERAH

PEヽ4ERINTAH KABUPATEN KEPULAUA,N SANGlHE

DINAS…

BUPATI KEPULAUAN SANGIH E,

MIC THUNGARI

KARTU NPWR0
Retribusi Perizinan Tertentu

No. Registrasi

NAヽ′A

ALAMAT

N PVVRD

」E NIS

RETRIBuSI,ASA
UMUM

Tahuna′ ¨̈ ¨̈ .¨ ¨̈ ¨̈ .̈

KEPALA DlNAS.¨

NIP.

Ｆ

Ｉ

Ｉ

‐



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR  ll TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMIUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN

TERTENTU

SuRAT KETETAPAN RETR!BuS:DAERAH
(SKRD)

P[RDA N0 1 TAHUN 2024&P[RBUP NO. TAHUN.

NO.SKRD

AtAMA,

TAHUN

NAMA

ALAMAT

NPWRD

」ATUH TEM PO

K00F
REKENINC

URAIAN RETRlBuSi P[RIZlNAN TtRTENTU
jU MLAH(Rp)

Rp

Rp
RP

Sewa 3ak

,!mlah ketet.pan pokok rerrlbusi

Jumlah (eselurohan Ret.ibusi

b

H.rappembayaran dilak!kan secara non tunai

Apabilas(Roinitlda*.lib.yarar.udibay.rkanrewat

latuh tempo maka akan dikehakan gunea .d minl5tr:si (1%)

S(Royan8 s.h ad.l.h 5(RO yang r€nande t.ngan

Tahuna,._…

K[PALA DINAS

Putih : UntukPembayar/Penyetor/Pihakketisa

Merah : Sendah.r. Penerimaan

NIP

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Potong Di Sini

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

TANDハ T[RIMA

No.5KRD

NPヽVRD

Nama

Ala mat

UNGARI

●

DINAS… …

MASA■ _ …___

4.12.01.02

,umlah sanki: a. oenda

´  ●



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGlHE

NOMOR  ll TAIIUN 2025

TENTANG

KETENTUAN Uヽ4UⅣl DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBtJSI PERlZINAN

TERTENTU

DiNAS…¨ SuRAT KETETAPAN RETRIBuS:
DAERAH LEBIH BAVAR(5К RDLB)
P[RDA NO ■TAHU N 2024&PERBUP NO. TAH UN

AlAMA千

TA“UN

NAMA

ALAMAT

N'WRD

,ATUH TEMPO

KODE
RCК EN!NG

URA:AN R::TRIBUSI PER[ZNAN TERTENTU

Rp.

Rp.
Rp

,umlah ket€tapan pokok r€tribu5i:

Jumlah Sanki: a. Oenda

b Kenalkan

Jumlah Ke5eluruhan R€tribusi

b

Pembay.r:n melaluiAank Sulutco dena.n Nomor

SKRDLB ya.g sah adalah S(RDLB y.ng tertanda tangan

KEPALA DINAS

Putih : Untuk Pemb:yarlPenyetor/Pihak Ketisa

NIP

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

POtOng Di Sini

BUPATI UAN SANGIHE,

TANDA TERIMA

No.SKRD.

N,ヽ ′ヽRD

Nama

A10● 00t

MICHAEL UNCARI

NC).SKRD

MASA■  ………

JU M LAH (RP'



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR ll TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN

TERTENTU

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

′

MICHAEL GARI

ヽ
ヽ SURAT SETORAN RETR:BUS:DAERAH

〔SSRD)

NO SSRD.

a. Telah menerima uang sebesar

b. Terbilang

c. Dari Nama

Ala mat

d. Sebagai Pembayaran

Kode Rekening Jumlah

Rp.

Tanggal Diterima Uang

TanggalSetorNornor SKRD

Bendahara Penerimaan Petugas Pemungut Pembayar/Penyetor

NIP NIP… NIP



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR ll TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UM[UM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN

TERTENTU

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

5TR●

(SURAT TAGIHAN RETRIBuS1 0AERAH)

No. Urut

Nl'νVRD

Tgl jatuh tempo
I Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan Pasal Peraturan Bupati Nolnor... Tahun..- tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan ?ertentu

II Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai
berikut:
1. Retribusi yang kurang bayar Rp...."-----.".....-.-...
2. Sanksi Administrasi :

Denda
3. lumlah yanS masih harus dibayar (1+2)

Rp

Rp

Poto● 3 Di Sini

Te rltriIan g....- ---,--.....

Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pembantu/pemungut Retribusa
menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) per bulan.

Tahuna′ ………… Tahun……………

KEPALA DINAS¨ ¨

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NlP… .

NOMORSTRD
TANDA TERIMA:

NPWRD

NAMA
ALAMAl

Tahuna,....
Yang Menerima

BUPATI UAN SANGIHE,
,

´´  ・

Ml. UNOARI

DiNAS…

(L ) こ
/し

PERHATIAN


